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ABSTRAK 
Maftuh, NIM. 07.223.784,  “Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda dan 
Implikasinya bagi Pendidikan Islam (1900-1942)”, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2008) 

Kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan politik produk 
pemerintah Hindia Belanda adalah kebijakan politik pendidikannya. Politik 
pendidikan bukan saja merupakan bagian dari politik kolonial akan tetapi inti dari 
politik kolonial tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan pokok-pokok 
permasalahannya sebagai berikut: 1. apa kebijakan politik pendidikan yang 
diterapkan pemerintah Hindia Belanda? 2. faktor-faktor apa yang melatarbelakangi 
munculnya kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda? dan 3. apa 
implikasi kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda bagi pendidikan 
Islam? 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan historis dan menggunakan 
metode dokumenter. Namun karena kesulitan untuk mengakses sumber-sumber dalam 
bentuk aslinya (sumber primer), maka kajian ini memanfaatkan hasil-hasil karya 
penelitian setingkat disertasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode 
deduktif, induktif dan meta-analisis. 

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa, kebijakan-kebijakan politik 
pendidikan kolonial Belanda tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang 
Indonesia, melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada 
keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta mempertahankan 
kelangsungan kolonialnya.  

Adapun faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan politik 
pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang menonjol yaitu: 1. faktor politik; 2. 
faktor ekonomi; 3. faktor Kristenisasi; 4. faktor rasialisme; dan 5. faktor situasi dan 
kondisi yang terjadi di Nederland (Belanda); serta 6. faktor kondisi umat Islam 
Indonesia sendiri. 

Sedangkan implikasi-implikasi yang ditimbulkan bagi pendidikan Islam yaitu: 
pada aspek kelembagaan, yaitu berdirinya bentuk lembaga pendidikan Islam baru 
yakni madrasah dengan sistem modern. Namun implikasi lainnya yaitu pesantren 
mendirikan lembaga pendidikannya di daerah-daerah pinggiran sebagai cermin dari 
sikap politik non-kooperatif ulama dengan Belanda. Aspek kurikulum, yaitu semula 
kurikulum pendidikan Islam tidak terperinci dan teratur, namun kemudian kurikulum 
pun disusun menjadi teratur, rinci, memiliki alokasi waktu yang jelas dan adanya 
kombinasi antara ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. Aspek metode 
pengajaran, yaitu sebelumnya menggunakan sistem hafalan, bandongan/halaqah dan 
sorogan/individual, diganti dengan metode pengajaran yang menekankan pada 
pemahaman siswa dan diterapkannya sistem klasikal atau berkelas-kelas. Aspek 
pendidik, yaitu semula faktor keshalehan adalah faktor yang amat penting dalam guru 
agama Islam tradisional, namun bergeser dengan lebih menekankan faktor intelektual 
daripada unsur lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan politik produk 

pemerintah Hindia Belanda adalah pada kebijakan politik pendidikannya. Hal ini 

sebagaimana dikatakan Brugmans bahwa, politik pendidikan bukan hanya suatu 

bagian dari politik kolonial akan tetapi merupakan inti politik kolonial.1 Oleh 

karena itu, diselenggarakannya pendidikan di Indonesia2 oleh pemerintah Hindia 

Belanda lebih ditekankan  untuk kepentingan penjajah daripada rakyat 

jajahannya sendiri. Kalaupun pada akhirnya kolonial Belanda3 membuka 

                                                 
1 S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, Cet.II,  (Bandung: Jemmars, 1987), hal. 3. 

Istilah “koloni” berasal dari bahasa Latin colonia, yang artinya tanah, tanah pemukiman atau jajahan. 
Sedangkan dalam arti luas, adalah pemukiman warga suatu negara di wilayah di luar negara mereka; 
biasanya suatu wilayah di seberang lautan, yang kemudian mereka nyatakan sebagai wilayah mereka.  
Istilah “kolonialisme” adalah suatu sistem di mana suatu negara menjalankan politik pendudukan atau 
penjajahan terhadap wilayah lain. Lihat, Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia, Jil. 3, (Jakarta: Ichtiar 
Baru van Hoeve, 1982), hal. 1811-1812 

2 Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh etnolog Inggris, G.R. Logan pada tahun 
1850, ketika ia menulis buku mengenai bangsa yang tinggal di kepulauan penghasil rempah-rempah 
itu. Logan menggabungkan kata “India” yang waktu itu diartikan oleh kebanyakan orang Barat sebagai 
daerah penghasil rempah, dengan kata “nesos” yang berarti kepulauan. Dengan menggabungkan dua 
kata ini, terciptalah nama Indonesia. Lihat, Tim Penyusun, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jil. 7, 
(Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 74. Nama resmi negara ini hingga Perang Dunia II adalah 
Hindia Belanda (Inggris: Nederlands East Indies atau Dutch East Indies) atau Holan Tropika – untuk 
menyebut bagian Kerajaan Belanda yang beriklim tropis. Lihat, Wertheim, W.F., Masyarakat 
Indonesia dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial, Alih bahasa A.F. Husein, (Yogyakrta: Tiara 
Wacana Yogya, 1999), hal. 11; lihat juga A Supartono dan L Rahman, “Studi Indonesia di Rusia: 
Sebuah Rumah Sejarah yang Alpa Disinggahi”, Kompas, 6 Juli 2001, hal. 39. Nama lain dari Indonesia 
ini juga adalah Nusantara karena terdiri atas 13.667 pulau, 6044 punya nama sedang yang 7623 tidak 
punya nama, hanya 7 persen (931 pulau) yang didiami manusia. Lihat Ahmad Syafi’i Maarif, Islam 
dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 1. Dalam tulisan ini, ketiga nama ini dipakai 
secara bergantian dengan maksud yang sama.   

3 Istilah “Belanda” menunjuk ke suatu negara di wilayah Eropa yang selama 300 tahun lebih 
menjajah Indonesia. Negara ini terletak di Eropa Barat Laut, di tepi Laut Utara. Di Selatan, negeri itu 
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kesempatan bagi rakyat pribumi, tujuannya tidak lain “membentuk kelas elit dan 

menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan/kasar.”4 

Kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia 

yang mayoritas umat Islam ini, sesungguhnya didasari oleh rasa takut mereka 

akan Islam. Di mata kolonial Belanda, Islam dipandang bukan saja sebagai 

ancaman terhadap “Kebijakan Keamanan dan Ketertiban” (Rust en Orde), 

melainkan juga terhadap masa depan keberlanjutan pendudukan dan penjajahan 

mereka di kepulauan Nusantara ini.5 

Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh Islam dari 

rakyat jajahannya maka mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah. Gagasan 

Snouck Hurgronje mengenai politik asosiasinya6 meyakini bahwa pendidikan 

Barat yang diberikan kepada rakyat jajahan akan mengalahkan Islam. Karena, 

menurut pandangannya, lapisan pribumi yang berkebudayaan lebih tinggi akan 

relatif jauh dari pengaruh Islam, sedangkan pengaruh yang akan mereka miliki 

                                                                                                                                           
berbatasan dengan Kerajaan Belgia, dan di sebelah timur dengan Jerman Barat. Penduduknya sekitar 
45 persen beragama Protestan, sedangkan 40 persennya Katolik. Sisanya terdiri atas berbagai agama, 
Islam,  Budha, dan aliran kepercayaan, atau tidak beragama. Orang Belanda sendiri menyebut 
negaranya Nederland atau Holland. Sebutan lain yang menunjukkan keunikan negeri ini adalah: Negeri 
Bunga Tulip, Negeri Kincir Angin, dan Negeri Seribu Tanggul. Lihat Tim Penyusun, Ensiklopedi 
Nasional Indonesia, Jil. 3, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hal.  250-251 

4 Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 21 
5 Prijono, “Riwayat Penjajahan Barat dan Perlawanan Umat Islam”, dalam  Beberapa 

Peninggalan dari Sejarah Perjuangan Islam, (Jakarta: t.p., 1945), hal. 73-89, sebagaimana dikutip 
Alwi Shihab, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen 
di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 69 

6 Politik asosiasi bertujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara 
penjajahnya melalui kebudayaan, di mana lapangan pendidikan merupakan garapan utama. Dengan 
adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan 
kebudayaannya sendiri. Lihat, Husnul Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta:LP3ES, 
1985), hal. 39 
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akan lebih mempermudah mempertemukannya dengan pemerintahan Eropa. 

Pendidikan Barat, dalam analisanya, merupakan sarana yang paling meyakinkan 

untuk mengurangi dan akhirnya menaklukkan pengaruh Islam di Indonesia. 7 

Pandangan-pandangan Snouck Hurgronje ini, menemukan momentumnya 

seiring dengan maksud kebijakan kolonial Belanda untuk “menyejahterakan” 

penduduk pribumi melalui program yang kemudian dikenal dengan Politik Etis 

(Ethische Politiek), pada tahun 1901.8 

Namun, selain sasaran transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat di koloni, pada saat yang sama orang-orang Belanda 

menyembunyikan kepentingan terselubungnya. Meskipun tak satu aspek dari 

kebijakan itu yang secara terang-terangan dimaksudkan untuk mempromosikan 

cita-cita Kristiani, namun fakta menunjukkan bahwa korelasi antara keduanya 

sangat kuat. Politik Etis adalah tidak lain sebagai kerangka kerja yang di atasnya 

konsolidasi agama Kristen di Indonesia dimapankan. Berbagai subsidi terhadap 

sekolah dan lembaga misi, yang semula ditolak karena dikhawatirkan akan 

memancing reaksi keras kaum Muslim, kini mulai diberikan secara besar-

besaran. Akibatnya, pada periode awal diterapannya Politik Etis ini, pemerintah 

kolonial dikuasai oleh mereka yang sangat mendukung Kristenisasi daerah 

                                                 
7 Harry J. Benda, “Christiaan Snouck Hurgronje dan Landasan Kebijakan Belanda Terhadap 

Islam di Indonesia”, dalam Ahmad Ibrahim dkk., Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah, Alih 
bahasa A. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 135; Lihat juga, Husnul Aqib Suminto, Politik 
Islam, hal. 43 

8 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Cet.II, Alih bahasa Satrio Wahono 
dkk., (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 227 
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koloni. Kebijakan inilah akhirnya yang memicu bangkitnya berbagai gerakan 

politik dan sosial di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan Muhammadiyah.9 

Ketika akan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat bumiputra, 

diperkirakan oleh beberapa ahli Belanda sendiri bahwa pemerintah Hindia 

Belanda akan memanfaatkan tradisi pendidikan rakyat yang sudah berkembang, 

yakni pendidikan Islam.10 Tetapi secara teknis, usulan tersebut sulit dipenuhi 

karena tradisi pendidikan Islam waktu itu dipandang sebagai memiliki kebiasaan-

kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun 

metode pengajarannya. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda memilih bentuk 

persekolahan sebagaimana yang sudah dikembangkan jauh sebelumnya, 

khususnya dalam rangka misionaris. 

Sejak Politik Etis diterapkan, pendidikan di Indonesia mengalami 

kemajuan yang lebih pesat dan tidak terbatas hanya ditujukan secara eksklusif 

bagi kelompok-kelompok terpilih menurut ukuran Belanda. Atas perintah 

Gubernur Jenderal Van Heutsz sistem pendidikan ini mulai juga diselenggarakan 

bagi masyarakat yang lebih luas dalam bentuk Sekolah-sekolah Desa.11 

                                                 
9 Alwi Shihab, Membendung Arus, hal. 43-44 
10 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun 

Modern, Cet.II, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 2 
11 Sistem persekolahan berdiri untuk pertama kalinya di Indonesia pada Masa VOC 

(Vereenidge Oost-Indische Compagnie – Perserikatan Maskapai Hindia Timur). Sekolah pertama 
didirikan pada tahun 1607 di Ambon. Sekitar 25 tahun kemudian di wilayah itu dilaporkan sudah ada 
16 sekolah, sehingga pada tahun 1645 mencapai 33 sekolah. Misi utama penyelenggaraan sekolah-
sekolah itu adalah menyebarkan dan mengajarkan Protestan, Calvinisme. S. Nasution, Sejarah 
Pendidikan, hal. 4; Di Jawa, sekolah untuk pertama kalinya didirikan pada tahun 1617 di Jakarta, dan 
kemudian menyebar di kota-kota lain, terutama kota-kota yang menjadi benteng VOC  seperti Cirebon 
dan Banten. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke 
Jaman, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 79-80 
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Perkembangan sekolah yang semakin merakyat itu telah merangsang 

kalangan Islam untuk memberikan respon. Dalam hal ini mereka memikirkan 

untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya masih sangat 

tampak dalam politik dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebanyakan 

rakyat Indonesia bagaimanapun masih akan tetap bodoh karena tingkat 

pendidikan bagi mereka hanya terbatas pada sekolah rendah. Dari sudut ini, 

pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan 

mereka atas prinsip persamaan sebagaimana yang menjadi asas ajaran Islam. 

Namun di sisi lain pendidikan Islam sudah saatnya untuk menawarkan pola 

pendidikan yang lebih maju, baik dalam hal kelembagaan, struktur materi, 

maupun metodologinya, sehingga dapat mengimbangi sekolah-sekolah ala 

Belanda. 

Kesadaran untuk memperbaharui pendidikan Islam ini dimiliki oleh 

sejumlah tokoh, khususnya mereka yang sudah mengenyam sekaligus pendidikan 

Islam tradisional dan pendidikan sekolah ala Belanda. Dalam pemikiran mereka 

perlu ditempuh cara kombinasi yaitu mata-mata pelajaran keagamaan tetap 

diadakan tetapi ditambah dengan mata-mata pelajaran umum seperti membaca, 

menulis, berhitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan dan 

sebagainya. Metode pendidikan pun direkayasa sedemikian rupa sehingga lebih 

efektif sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Secara konkrit di antara 

mereka adalah KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, mendirikan sekolah “Mulo 
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Met de Qur’an” dan kemudian sekolah-sekolah Islam yang dapat disebut sebagai 

madrasah menurut istilah teknis pendidikan Islam.12 

Usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sebanding 

dengan sekolah ala Belanda dalam perkembangannya menjadi agenda dan 

gerakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, Jami’at Khair, 

Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, al-Irsyad, al-Washliyah, Persatuan 

Tarbiyah Islamiyah dan organisasi Islam lainnya, memiliki bagian atau seksi 

khusus dalam rangka pendirian madrasah-madrasah di berbagai daerah.13 Dengan 

mendirikan madrasah, umat Islam agaknya telah memberikan respon yang cukup 

tepat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, sehingga 

pendidikan Islam di satu sisi tidak terlalu tertinggal, dan di sisi lain tetap 

mempertahankan ciri-ciri keislamannya secara kuat. 

Namun, di pihak lain, pemerintah Hindia Belanda agaknya juga tidak 

tinggal diam dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut. 

Didasari oleh ketakutan akan ancaman umat Islam, ia mengeluarkan kebijakan 

pendidikan yang bersifat menekan dan memberatkan umat Islam. 

Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi 

pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru (Goeroe Ordonantie) dan 

                                                 
12 Alfian, Muhammdiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under 

Dutch Colonialism, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hal. 189; Azyumardi  Azra, 
Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium  Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1999), hal. 99 

13 Mahmud Yunus  membahas  madrasah-madrasah dalam kurun pertumbuhan ini dengan 
agak lebih rinci. Lihat, Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Cet.IV, (Jakarta: 
Mutiara  Sumber Widya, 1995) 
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Ordonansi “Sekolah Liar” (Ordonantie Wildescholen). Kebijakan pemerintah 

Hindia Belanda juga berlangsung dalam berbagai bentuk ketidakadilan, baik 

kuantitatif maupun kualitatif. Akibatnya, umat Islam selalu tertinggal dalam 

percaturan budaya, ekonomi, pendidikan dan politik. Hal ini terlihat dengan 

pemberian subsidi yang diberikan untuk umat Islam jumlahnya lebih kecil 

dibanding untuk umat Kristiani.14 

Memang secara formal Belanda mengklaim bersikap netral terhadap 

agama dalam arti tidak mencampuri dan tidak memihak kepada salah satu 

agama,15 tetapi kenyataannya pemerintah Belanda mengambil sikap diskriminatif 

dengan memberi kelonggaran kepada kalangan misionaris Kristen lebih banyak, 

termasuk bantuan uang. Pemerintah Belanda menolak memberikan subsidi 

kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karena pemberian subsidi kepada 

sekolah-sekolah itu pada akhirnya hanya berhasil mengembangkan suatu sistem 

                                                 
14 Sikap diskriminatif atas dasar agama ini terlihat pada sumbangan dana yang diberikan 

kolonial Belanda kepada umat Islam yang hanya sebesar f. 127.029, pada tahun 1917. Sedangkan 
sumbangan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda, pada tahun yang sama, kepada pihak Kristen, 
bahkan mencapai f. 1.235.500. Jumlah ini tidak termasuk sumbangan insidentil, misalnya untuk 
pembangunan Gereja baru dan sumbangan yang diberikan kepada sekte-sekte Kristen lain di luar 
Protestan dan Katolik. Lihat Husnul Aqib Suminto, Politik Islam, hal. 33 

15 Deliar  Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Cet.VIII, (Jakarta: LP3ES,  
1996, hal. 133; Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah  Pertumbuhan 
dan Perkembangan, Cet.III, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 61; Badri Yatim, Sejarah 
Peradaban Islam, Cet.16, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 253; Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 
hal. 86;Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan di Indonesia 1900-1974, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1976), hal. 23 
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pendidikan yang sebenarnya tidak menguntungkan pengaruh dan kewibawaan 

Belanda.16 

Dari gambaran-gambaran ini jelas terlihat bahwa, pemerintah agaknya 

terus menerus berupaya untuk menggerogoti Islam, terutama melalui kebijakan-

kebijakan politik pendidikannya. Peraturan pemerintah Belanda yang sedemikian 

ketat dan gencar itu mengesankan bahwa pendidikan Islam akan menjadi lumpuh 

dan porak poranda atau bahkan lenyap dari tanah Indonesia ini. Namun, ternyata 

sejarah mengatakan lain. Pendidikan Islam, seperti yang sampai saat ini masih 

dapat disaksikan eksistensinya, tetap tegar tak tergoyahkan. Agaknya tepat 

Wertheim, seperti dikutip Ridwan Saidi, ketika mengatakan bahwa apa pun 

politik terhadap Islam yang akan dilancarkan oleh kekuasaan non-Islam, hasilnya 

senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar kekuasaan tersebut. 17 Tekanan 

demi tekanan sama sekali tidak menggoyahkan mereka. 

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan serius mengenai kebijakan-

kebijakan politik pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda perlu 

untuk dilakukan. Apa dan mengapa mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

seperti itu; serta apa pula implikasinya terhadap eksistensi pendidikan Islam, 

                                                 
16 Menteri Jajahan  pada tahun 1888 dengan terang-terangan mengatakan: “The interference 

of the government with the Islamic system of education and the financial support to be given to them, 
would only promote religious education, that in the end will not support our authority and our 
influence.” (Campur tangan pemerintah terhadap sistem pendidikan Islam dan dukungan finansial yang 
diberikan kepadanya hanya akan memajukan pendidikan keagamaan, yang pada akhirnya tidak 
memperkuat kekuasaan dan pengaruh kita).  Lihat Karel Steenbrink, “Religion and Education in a 
Changing Indonesia”,  The Indonesian Journal for Muslim Culture, Vol.1, No.2, 2001, hal. 17-18 

17 Ridwan Saidi, Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984, (Jakarta: Rajali, 
1984), hal. 3 
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merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diupayakan terjawab dalam penelitian 

ini. 

Adapun kebijakan pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah peraturan resmi pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan untuk 

lembaga, proses dan produk pendidikannya. Kajian ini hanya mencakup 

kebijakan pendidikan yang diterbitkan antara kurun waktu 1900 sampai dengan 

1942. Alasannya adalah bahwa, pada masa-masa tersebut pemerintah Hindia 

Belanda telah menggoreskan sejarah yang penting berkaitan dengan sejarah 

pendidikan di Indonesia dengan mengeluarkan pelbagai kebijakan seperti: 

Ordonansi Guru dan Ordonansi “Sekolah Liar”. Sementara di sisi lain, umat 

Islam pada masa-masa itu telah terjadi perubahan yang digambarkan sebagai 

kebangkitan, pembaharuan bahkan pencerahan (renaissance),18 yang ditandai 

dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dinamakan madrasah di 

Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah ini, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa kebijakan politik pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia 

Belanda? 

                                                 
18 Karel A. Steenbrink, Pesantren, hal. 26 
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2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan politik 

pendidikan pemerintah Hindia Belanda? 

3. Apa implikasi kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda 

bagi pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengungkapkan kebijakan politik pendidikan yang diterapkan 

pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu 

b. Untuk mengetahui latar belakang apa yang menyebabkan kebijakan 

politik pendidikan itu lahir 

c. Untuk mengetahui implikasi-implikasi dari penerapan kebijakan-

kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda bagi 

perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam pada periode antara 

1900 sampai dengan 1942. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapakan bermanfaat terutama dalam beberapa hal 

berikut: 

a. Dapat memberikan gambaran secara lebih lengkap mengenai 

kebijakan-kebijakan politik pendidikan yang dikeluarkan oleh kolonial 

Belanda dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut 

lahir 
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b. Dapat memberikan landasan historis dalam upaya mengembangkan 

sistem pendidikan Islam ke depan. Karena disadari bahwa, tanpa 

melihat peristiwa-peristiwa masa lalu, maka akan sulit – untuk tidak 

mengatakan mustahil – untuk memperbaiki sistem pendidikan yang 

eksis saat ini. Masa kini merupakan rangkaian-rangkaian 

berkesinambungan dari masa-masa lalu. Dengan demikian, untuk 

memahami masa kini secara lebih baik, perlu dilihat keadaannya di 

masa lampau 

c. Dapat memberikan sumbagan terhadap khazanah keilmuan khususnya 

dalam masalah pendidikan Islam. 

 

D. Telaah Pustaka 

Terdapat beberapa kajian mengenai kebijakan pemerintah mengenai 

pendidikan. Demikian juga pembahasan tentang perkembangan pendidikan Islam 

pada masa Hindia Belanda. Kajian-kajian tersebut ada yang berupa tesis, 

disertasi, ataupun berbentuk buku dan artikel. Di antara karya tersebut yaitu, 

Noor Haris yang berjudul Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1990). 

Penelitian ini berupa tesis yang diajukan penulisnya pada tahun 2004 di UIN 

Sunan Kaljaga. Dalam penelitiannya ini Noor Haris menyimpulkan bahwa: 

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan 
konvergensi, yaitu kebijakan yang berupaya mengintegrasikan dualisme 
pendidikan sebagai hasil dari pergumulan antara dualisme kekuatan politik (Islam 
dan Nasionalisme) sejak awal kemerdekaan. Penerapan kebijakan ini pada 
akhirnya tercermin pada ketetapan bahwa pendidikan agama tidak lagi 
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merupakan mata pelajaran pilihan, melainkan sudah menjadi mata pelajaran 
wajib yang harus diikuti oleh semua siswa dan mahasiswa, dan merupakan syarat 
kelulusan ujian akhir. 19 

 
Penelitian lainnya dilakukan oleh Abd. Rahman Assegaf dengan judul 

Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-1900. 

Penelitian ini merupakan disertasi penulisnya yang dipertahankan di Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004. Abd. Rahman Assegaf 

mengemukakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

memberikan analisis pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama 

Islam sejak tahun 1942 sampai 1994. Di akhir penelitiannya, Abd. Rahman 

menyimpulkan bahwa: 

Terdapat beberapa kebijakan pendidikan nasional yang menimbulkan respon 
sebagian kalangan masyarakat, baik dalam bentuk respon positif dalam artian 
mendukung kebijakan tersebut, maupun respon negatif yang berarti menolak. 
Respon positif masyarakat muncul apabila posisi pendidikan Islam proporsional, 
sesuai dengan keberagamaan umat, dan tidak menghalangi keyakinan mereka. 
Sebaliknya, respon negatif masyarakat timbul dari peraturan yang mempersempit 
ruang gerak kebebasan beragama.20 
 

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan juga telah dilakukan oleh Muh 

Saerozi yang berjudul Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah 

Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia. Kajian 

yang berbentuk disertasi penulisnya ini, membahas tentang kebijaksanaan 

pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia. Dikatakan bahwa 

                                                 
19 Noor Haris, “Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1990)”, Tesis, (Yogyakarta: 

PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004) 
20 Abdur Rahman Assegaf, “Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 

1942-1900”,  Disertasi, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004) 



 
 

30 
 

“kebijaksanaan pendidikan agama itu berpola konfesional, yang berarti bahwa 

negara memberikan legitimasi pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan subjek didik pada setiap agama.”21 

Perlu juga disebutkan karya lain yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan ini. Karya tersebut dihasilkan oleh Muhammad Sirozi 

dengan Judul Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh 

Islam dalam Penyusunan UU No.2/1989. Karya ini merupakan terjemahan 

disertasi penulisnya yang diajukan pada Monash University, Melbourne-Australia 

pada tahun 1998, dan kemudian menjadi sebuah buku. Sebagaimana judulnya, 

penelitian ini hanya mempelajari peran para pemimpin Muslim dalam perumusan 

UUSPN atau UU No. 2, 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di 

dalamnya dikemukakan mengapa para pemimpin Muslim ikut serta dalam 

perdebatan mengenai Rancangan UU Sistem Pendidikan Nasional, apa 

sasarannya dan bagaimana mereka mengejar sasaran itu. Dan sebagaimana diakui 

penulisnya bahwa kajiannya dibatasi pada konteks pembentukan kebijakan dalam 

masa Orde Baru, 1965-1998.22 

Sedangkan tulisan-tulisan yang membicarakan pendidikan Islam pada 

masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu: Rasi’in, Pendidikan Islam pada Zaman 

Belanda, yang memaparkan asal mula kedatangan Belanda yang kemudian 

                                                 
21 Muh Saerozi, “Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Hostoris atas 

Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia”, Disertasi, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan 
Kalijaga, 2003)  

22 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam 
dalam Penyusunan UU No.2/1989, Alih bahasa Lillian D. Tedjasudhana, (Jakarta: INIS, 2004) 
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mendirikan banyak sekolah dengan maksud menghasilkan pegawai murah. 

Rasi’in pun secara sekilas membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Belanda dan sikap umat Islam dalam meresponi kebijakan tersebut.23  

Karya lainnya adalah Jalaluddin, Kapita Selekta Pendidikan: Suatu 

Telaah Konsep Pembaharuan di Zaman Kolonial Belanda, yang menggambarkan 

pembaharuan-pembaharuan pendidikan di Indonesia pada permulaan abad ke-20 

dengan terlebih dahulu menelusuri secara selintas tentang sistem peralihan Hindu 

Islam, langgar dan pesantren.24 

Berdasaran penelusuran dari karya-karya di atas, penelitian yang penulis 

lakukan ini berbeda dengan karya-karya tersebut. Penelitian ini berupaya untuk 

mendeskripsikan kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterbitkan pemerintah 

Hindia Belanda pada masa penjajahannya, untuk kemudian dilihat bagaimana 

implikasinya terhadap perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam pada 

waktu itu. Tulisan yang dihasilkan Rasi’in mengenai perkembangan pendidikan 

Islam belum menggambarkan implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan-

kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam. 

Kemudian Ras’in juga tidak membahas sama sekali mengapa kebijakan-

kebijakan tersebut keluar. Sementara karya Jalaluddin juga hanya 

                                                 
23 Rasi’in, “Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Belanda”, dalam Abuddin Nata (Ed.),  

Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), hal. 8 
24 Jalaluddin, Kapita Selekta Pendidikan: Suatu Telaah Konsep Pembaharuan di Zaman 

Kolonial Belanda, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) 
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mengungkapkan pembaharuan-pembaharuan pendidikan pada masa itu, dengan 

tidak menyebutkan kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. 

 

E. Kerangka Teori 

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu “policy”. Dalam studi ilmu 

politik, kata tersebut selalu dirangkai dengan kata lain sehingga membentuk suatu 

makna lain, misalnya policy studies yang termasuk di dalamnya policy research 

dan policy evaluation. Dalam studi ilmu ekonomi, kesehatan, pertanian dan 

pekerjaan sosial dikenal dengan istilah “studies policy”.25 

Kebijakan (policy) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh 

seseorang atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-

cara untuk mencapai tujuan tersebut.26 Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa 

kebijakan adalah alternatif yang diambil atas pengkajian terhadap sesuatu 

masalah.27 Jadi kebijakan selalu mengandung keputusan-keputusan,28 di mana 

keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita ideal; 

                                                 
25 Noeng Muhajir, Metodologi Kebijakan, (Yogyakarta: Rake Sarasen, 1998), hal. 29 
26 Supandi dan Ahmad Sanusi, Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan, (Jakarta: 

Depdikbud Dirjen Dikti P2LPTK, 1988), hal. 11. Sebagian penulis membedakan kata kebijakan 
dengan kebijaksanaan. Dikatakan bahwa kebijaksanaan sepadan dengan wisdom, kebijakan adalah 
policy. Dalam kebijaksanaan terdapat pertimbangan perkecualian, sedang kebijakan merupakan 
keputusan yang disepakati secara umum tanpa perkecualian.  Sementara yang lain berpendapat 
sebaliknya. Bahkan ada yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Lihat Ali Imron, 
Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 
1996), hal. 15-17. Dalam hal ini penulis tidak memaknai kata kebijakan secara terisolasi atau sendiri 
melainkan dirangkai dengan kata pendidikan sehingga menjadi ‘kebijakan pendidikan’.  

27 Noeng Muhadjir, Metodologi, hal. 29 
28 Supandi dan Ahmad Sanusi, Kebijaksanaan, hal. 15 
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sedang kriteria yang dipahami mungkin rasionalitas, prioritas atau kaidah 

konstitusi.29  

Tahapan kebijakan meliputi penyusunan kebijakan (policy formulation), 

penerapan kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy 

evaluation). Adapun yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini 

adalah difokuskan pada produk kebijakan dalam formulasi yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintah Hindia Belanda, bukan proses penyusunan kebijakannya. 

Sedangkan yang dimaksud sistem politik30 dapat diartikan sebagai 

kumpulan-kumpulan pendapat, prinsip yang membentuk suatu kesatuan, yang 

berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan 

                                                 
29 Noeng Muhadjir, Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 59 
30 Kata politik berasal dari kata politics (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau 

perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti acting or judging wisely, well judged, prudent.  
Lihat, A.S. Hornby A.P. Cowic, (ed.), Oxford Advanced Dictionary ofr Current English, (London: 
Oxfrod University Press, 1996), hal. 893. Dalam kamus Inggris, kata politik diterjemahkan dengan 
“bijaksana” atau “dengan bijaksana”. Lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-
Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 437. Kata ini terambil dari kata Latin, politicus dan bahasa 
Yunani (Greek), politicos yang berarti relating to a citizen. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata 
polis yang bermakna city atau kota.  Lihat Noah Webster, Webster’s New Twentieth Century 
Dictionary, (USA: William Collin Publisher, 1980), hal. 437. Politik kemudian diserap dalam bahasa 
Indonesia dengan tiga arti, yaitu: “Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) 
mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan 
juga digunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.” W.J.S. 
Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983),  hal. 763. Menurut 
Hassan Shadily, politik dilihat sebagai konsep yang berkenaan dengan soal-soal pemerintahan. Makna 
politik sebagai tipu muslihat atau kelicikan ternyata tak terpakai lagi. Lihat Hassan Shadily, 
Ensiklopedi Indonesia, Jil. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1983), hal. 273. Lihat juga, Tim 
Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 694. Dengan demikian, 
yang dimaksud politik dalam tulisan ini, adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau sikap, 
yang bertujuan memengaruhi atau pun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan 
menggunakan kekuasaan. 
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dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu 

dengan individu, kelompok dengan kelompok atau negara dengan negara.31 

Sistem politik dan kebijakan negara, termasuk kebijakan pendidikan 

saling berkait dan dapat dilihat pada dihasilkannya kebijakan-kebijakan 

pendidikan tersebut oleh sistem politik. Dengan kata lain, out put sistem politik 

itu salah satunya adalah kebijakan pendidikan. Dengan demikian, munculnya 

kebijakan pendidikan dan kebijakan-kebijakan negara yang lain adalah sebagai 

pertanda adanya sistem politik di negara tersebut, bahkan dapat dijadikan 

indikator dari eksistensi sistem politik tersebut. Sebab, politik itulah yang 

memungkinkan terbentuknya badan-badan yang memproduk kebijakan, termasuk 

kebijakan pendidikan.32 

M. Sirozi menambahkan bahwa,33 pada dataran kebijakan, sangat sulit 

memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah 

di suatu negara dengan persepsi dan kepercayaan politik yang ada pada 

pemerintah tersebut. Begitu pula sebaliknya, implementasi dari suatu kebijakan 

pendidikan juga berdampak pada kehidupan politik. 

Uraian tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal 

yang berhubungan erat dan saling memengaruhi. Bahkan, karena kuatnya kaitan 

antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, setiap 

                                                 
31 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan, hal. 21 
32 Ibid. 
33 M. Sirozi, Politik Pendidikan, Cet. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 12 
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kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan 

pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya.34 

Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi 

sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik 

yang dikehendakinya. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan 

bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu. 

Bahkan Elliot mengatakan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, 

kurikulum, misalnya, dapat menjadi media sosialisasi politik.35  

Adapun kebijakan politik pendidikan adalah kebijakan pemerintah untuk 

mengatur pendidikan di negaranya.36 Dalam hal ini pemerintah kolonial Hindia 

Belanda yang mengatur pendidikan semasa kekuasaanya di Hindia Belanda. 

Kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda merupakan kelanjutan 

dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah dimulai oleh orang-orang 

Portugis.37 Kebijakan pendidikan yang dirumuskannya sangat berhubungan erat 

dengan politik mereka pada umumnya. Setidaknya terdapat dua ciri pokok yang 

terkait dengan kebijakan pendidikan yang diselenggarakannya, yakni ekonomi 

                                                 
34 Ibid., hal. 17-18 
35 Thomas H. Elliot, “Toward an Understanding of Public School Politics”, dalam American 

Political Science Review, Vo. 53, No. 4, December 1959, hal. 1047, seperti dikutip M. Sirozi, Ibid., 
hal. 38. M. Sirozi menggambarkan bahwa di banyak negara totaliter dan negara berkembang, 
pemimpin politik sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Mereka 
melakukan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik 
melalui metode dan bahan ajar (curriculum content ) pendidikan. Di negara-negara Komunis, 
misalnya, brain washing digunakan secara luas untuk membentuk pola pikir kaum  muda, agar sejalan 
dengan doktrin komunisme. 

36 Tim Penyusun, Kamus Besar, hal. 115 
37 Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan, hal. 9 
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dan penjajahan.38 Kaitannya dengan ekonomi, kolonial mengeluarkan 

kebijakannya  dengan berorientasi atas keuntungan-keuntungan secara ekonomi 

yang akan diperolehnya. Jadi bukan berdasarkan kemanusiaan dalam 

menyelenggarakan sekolah-sekolah tersebut. Sedangkan kaitannya dengan 

orientasi penjajahan, yakni pemerintah Hindia Belanda dalam mendirikan 

sekolah-sekolah untuk pribumi sebenarnya dimaksudkan untuk mendidik rakyat 

agar tidak lebih daripada mampu memahami peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan begitu, mereka diharapkan oleh kolonial 

untuk dapat menaatinya, sehingga penjajahannya atas tanah Indonesia akan 

menjadi tetap lestari. 

Dengan demikian sebagai bangsa penjajah, Belanda telah melakukan 

diskriminasi terhadap bangsa pribumi, baik secara sosial, rasial, politik maupun 

agama. Diskriminasi ini tercermin dari hal-hal sebagai berikut: 

1. Diskriminasi Sosial 

Diskriminasi sosial ini terlihat dari didirikannya sekolah yang 

membedakan antara sekolah yang dikhususkan untuk kaum bangsawan dengan 

sekolah untuk rakyat biasa. Untuk kaum bangsawan, didirikan Sekolah Raja 

(hoofedenschool) pada tahun 1865 dan 1872 di Tondano. Sedangkan untuk rakyat 

pribumi biasa didirikan Sekolah Dasar Kelas Dua (De Scholen der Tweede 

Klasse) atau yang sering dikenal dengan istilah Sekolah Ongko Loro.39 

                                                 
38 Jalaluddin, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hal. 10 
39 Depdikbud, Pendidikan di Indonesia, hal. 52 
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2. Diskriminasi Rasial 

Diskriminasi ini sangat jelas terlihat pada klasifikasi sekolah di Indonesia. 

Sebagai contoh, sekolah dasar bagi golongan Eropa adalah ELS (Europeesche 

Lager School), sedangkan Timur Asing adalah HCS (Hollandsche Chinnese 

School). Begitu pula untuk golongan pribumi. Kelas Satu atau HIS (Hollandsche 

Inlandsche School) yang berbahasa pengantar bahasa Belanda diperuntukkan 

bagi anak-anak para bangawan, dan rakyat jelata hanya kebagian menikmati 

Sekolah Desa (volksschool).40 

3. Diskriminasi Anggaran 

Anggaran pendidikan, oleh kolonial Belanda, lebih banyak diberikan 

kepada sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa, padahal jumlah siswa di 

sekolah-sekolah bumiputera lebib banyak. Pada 1909 di sekolah-sekolah 

bumiputera tardapat 162.000 siswa, sedangkan di sekolah Eropa hanya 25.000 

siswa. Tetapi ironisnya, subsidi yang dialokasikan untuk sekolah bumiputera 

hanya f. 1.359.000, sementara untuk sekolah Eropa dua kali lebih banyak, yakni 

f. 2.667.000. 

4. Diskriminasi dalam Hal Kepemelukan Agama 

Kepemelukan terhadap suatu agama tertentu juga menjadi dasar kebijakan 

pendidikan Belanda. Program pendidikan pemerintah dikonsentrasikan di 

wilayah-wilayah di mana terdapat sejumlah besar penduduk yang beragama 

                                                 
40 Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (Ed.), Pranata Islam di Indonesia (Pergulatan Sosial, 

Politik Hukum dan Pendidikan, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 247 
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Kristen, seperti Batak, Manado dan Kalimantan. Pesantren yang menjadi basis 

pendidikan agama masyarakat muslim tidak mendapatkan perhatian sama sekali, 

bahkan cenderung dimusuhi. Dalam hal ini Belanda lebih memihak Kristen, 

kendati secara formal mereka netral terhadap agama. 

Kebijakan yang diskriminatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip kolonial 

yang dicanangkan oleh mereka, yaitu: 

1. Pemerintah kolonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu 

2. Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama 

demi kepentingan penjajah 

3. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam 

masyarakat 

4. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elit sosial Belanda 

5. Dasar pendidikannya adalah Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan 

kebudayaan.41 

Gambaran di atas sejalan dengan apa yang dikemukana oleh Ki Suratman, 

sebagaimana dikutip Jalaluddin, yang menyimpulkan bahwa program pendidikan 

pemerintah kolonial Belanda bersifat heterogen (banyak ragamnya) dan 

diskriminatif.42 Sedangkan S. Nasution mengatakan secara lebih lengkap 

mengenai ciri-ciri kebijakan pendidikan Hindia Belanda, yaitu: 

                                                 
41 Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan, hal. 11 
42 Ibid., hal. 11 
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1. Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak 

Indonesia 

2. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam 

antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi 

3. Kontrol sentral yang ketat 

4. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk 

menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan 

pendidikan 

5. Prinsip konkordansi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama 

dengan di negeri Belanda 

6. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan 

pribumi.43 

Prinsip politik pendidikan yang pertama yakni gradualisme, merupakan 

cerminan Belanda akan keengganan mereka menyediakan pendidikan bagi 

pribumi dan lebih suka membiarkan mereka tidak mengecap pendidikan. 

Keengganan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Robert van Neil, seperti dikutip 

Alwi Shihab, sejalan dengan keinginan mereka untuk tidak mengubah 

masyarakat pribumi sehingga mereka dapat lebih mudah lagi dieksploitasi.44 Hal 

                                                 
43 S. Nasution, Sejarah Pendidikan, hal. 20 
44 Alwi Shihab, Membendung Arus, hal. 215 
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ini terlihat bahwa pada tahun 1900 hanya seorang dari 35.000-36.000 orang 

Indonesia yang tamat sekolah rendah pemerintah.45 

Prinsip gradualisme ini menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi 

orang Belanda, karena pendidikan yang terlampau banyak hanya akan 

membahayakan bagi pemerintah Belanda. Pernyataan Colijn, seorang politikus 

Belanda sebelum Perang Dunia II, menganggap bahwa : “… Keinginan yang tak 

layak di kalangan banyak orang Jawa untuk memperoleh pendidikan lanjutan 

adalah bahaya besar bagi rencana-rencana pemerintah.”46 

Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan perkembangan 

pendidikan bagi anak di Indonesia sangat lamban. Juga pada masa kemudian, 

setelah anak Indonesia mendapat kesempatan memasuki sekolah menengah dan 

perguruan tinggi, jumlah pelajar Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan 

anak Belanda bahkan anak Cina. 

Prinsip dualisme adalah kata lain dari upaya pemerintah kolonial Belanda 

dalam menciptakan golongan-golongan penduduk berdasarkan pada keturunan, 

ras dan status. Dualisme ini menjadi ciri dominan dalam sistem pendidikan di 

Hindia Belanda. Ada sekolah yang berbeda untuk golongan rasial dan sosial. 

Sistem pendidikan terbagi menjadi dalam dua kategori yang jelas. Sekolah 

                                                 
45 S. Nasution, Sejarah Pendidikan, hal. 22 
46 Ibid., hal. 23 
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Belanda dan sekolah pribumi, masing-masing dengan inspeksi, kurikulum, 

bahasa pengantar, dan pembiayaan tersendiri. 47 

Ciri dualisme lain juga tercermin dalam pendidikan bagi anak Belanda 

dan anak Indonesia. Anak Belanda dari golongan sosial tinggi memasuki ELS 

(Europeesche Lager School) kelas satu, sedangkan anak-anak bukan Belanda 

golongan rendah memasuki sekolah Belanda (ELS ) bukan kelas satu. 

Diferensiasi serupa ini juga terdapat di kalangan pendidikan bagi anak Indonesia. 

Anak-anak desa memasuki Sekolah Desa (volksschool) dan mereka yang tinggal 

di kota serta pusat perdagangan dan industri memasuki Sekolah Kelas Dua 

(Tweede Klasse School). 

Sedangkan kontrol sentral yang sangat kuat adalah keterlibatan 

pemerintah yang terlalu berlebihan. Singkatnya, segala soal mengenai sekolah, 

jenis sekolah, dan pengangkatan guru ditentukan oleh pemerintah pusat. 

Pemerintah memainkan peranan sangat penting dalam segala masalah 

pendidikan. Tak ada perubahan, betapapun kecilnya, tanpa persetujuan Gubernur 

Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama atasannya. Orang 

Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan 

pendidikan selama ini. Aspirasi pendidikan mereka baru diakomodasi untuk 

pertama kalinya dalam sejarah setelah terbentuknya Volksraad (Dewan Rakyat) 

pada tahun 1918.48 

                                                 
47 S. Nasution, Sejarah Pendidikan, hal. 24 
48 Ibid., hal. 28 
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Prinsip keterbatasan tujuan, artinya adalah bahwa pemerintah 

menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi dimaksudkan untuk menciptakan 

pegawai-pegawai yang dibayar rendah. Semakin tinggi tuntutan akan pegawai 

yang ahli dalam bidang tertentu,semakin mendorong pemerintah untuk segera 

menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kebutuhan tersebut. Jadi, tujuannya 

akan selalu diiringi dengan pertimbangan praktis belaka, bukan didorong oleh 

pertimbangan-pertimbangan moral kemanusiaan. 

Sementara prinsip konkordansi adalah refleksi dari pandangan kolonial 

Belanda akan superioritas budaya yang dimilikinya yaitu Barat. Tidak heran 

apabila Snouck Hurgronje dengan optimis melihat bahwa persaingan antara 

kebudayaan Barat dengan kebudayaan Islam di Indonesia pada akhirnya akan 

dimenangkan oleh kebudayaan Barat, karena Islam adalah agama beku dan 

penghalang kemajuan.49 

Dengan demikian tujuan dari prinsip konkordansi adalah menjaga agar 

sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama 

sebagaimana dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda. Dengan lain kata, 

prinsip konkordansi ini adalah mengupayakan sekolah-sekolah di Hindia Belanda 

bersifat kebelanda-belandaan. 

Prinsip tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis bagi 

pribumi adalah berdasarkan akan kenyataan sekolah-sekolah yang diperuntukkan 

bagi pribumi yang banyak ragamnya (heterogen), di mana tidak adanya hubungan 
                                                 

49 Harry J. Benda, Christiaan Snouck Hurgronje, hal. 135 
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organis antara satu dengan lainnya. Sekolah Desa untuk anak-anak di pedesaan, 

Sekolah Kelas Dua untuk anak-anak orang biasa tetapi berdomisili di daerah 

perkotaan, dan Sekolah Kelas Satu untuk anak-anak bangsawan dan golongan elit 

lainnya. 

Prinsip-prinsip kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda ini 

mereka tempuh karena mereka tidak ingin masyarakat pribumi menjadi pintar 

dan umat Islam menjadi maju. Atas kekhawatiran dan ketakutannya terhadap 

ancaman umat Islam suatu saat dapat meledak, maka pemerintah kolonial 

Belanda mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna menghalangi 

kemajuan dan perkembangan agama Islam. Di antara kebijakan-kebijakan itu 

adalah: 

1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda  membentuk suatu badan khusus yang 

bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang 

mereka sebut Priesterraden. Dari nasihat badan inilah pada tahun 1905 

pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama 

Ordonansi Guru (Goeroe Ordonantie). 

2. Pada tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru kedua 

yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama untuk melaporkan diri pada 

pemerintah secara berkala. Kedua Ordonansi ini dimaksudkan sebagai media 

pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang dan 

penganjur agama Islam di negeri ini. 
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3. Pada tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Liar “Sekolah 

Liar” (Ordonantie Wildescholen). Ordonansi ini berisi kewenangan untuk 

memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau 

sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda.50 

Pembahasan mengenai ciri kebijakan pendidikan Belanda di atas 

menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda sepenuhnya mengendalikan 

proses produksi, isi dan penerapan kebijakan pendidikan. Kebijakannya 

tampaknya bukan hasil dari kesepakatan-kesepakatan antara rakyat jajahannya 

dengan pemerintah Belanda, melainkan atas kesewenang-wenangan Belanda 

sendiri. 

Dari paparan mengenai kebijakan pendidikan kolonial Belanda beserta 

ciri-ciri yang terdapat di dalamnya, kemudian akan ditelusuri lebih jauh mengenai 

kebijakan-kebijakan pendidikan kolonial Belanda ini, untuk pada akhirnya akan 

dilihat bagaimana implikasinya bagi perkembangan dan pertumbuhan pendidikan 

Islam pada masa itu yang merupakan kajian utama tesis ini. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan 

pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kembali data-

data masa lalu mengenai kebijakan pendidikan yang pernah diterbitkan oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, sebagai studi historis, penelitian ini 
                                                 

50 Husnul Aqib Suminto, Politik Islam, hal. 51-58 
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menerapkan metode dokumenter, yakni menelaah arsip surat dan dokumen resmi, 

seperti Undang-undang, Surat Keputusan, dan peraturan-peraturan serta 

peninggalan lain yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Hindia Belanda. 

Diperkirakan sumber-sumber dokumenter yang disebutkan ini akan sulit untuk 

didapatkan dalam bentuknya yang asli (sumber primer).51 Mungkin di sinilah 

aspek kelemahan kajian ini. Namun agaknya kelemahan ini menjadi teratasi 

karena penulis merujuk kepada hasil-hasil karya yang berasal dari disertasi 

penulisnya, misalnya – untuk menyebut beberapa – oleh Husnul Aqib Suminto,52 

Maksum Mukhtar,53 Zamakhsari Dhofier,54 Deliar Noer,55 Alwi Shihab56 dan 

Karel A. Steenbrink.57 

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan datanya adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran umum 

tentang tema yang diangkat baik data yang berkaitan langsung maupun data yang 

mendukungnya. Kedua, melakukan pemetaan dan klasifikasi terhadap data yang 

                                                 
51 Di antara sumber-sumber dokumenter tersebut, penulis lampirkan pada halaman lampiran 

yakni tentang Putusan Pemerintah untuk menyediakan biaya pendidikan bagi orang Indonesia untuk 
pertama kalinya, dan Putusan Pemerintah untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah di daerah 
Timor. 

52 Husnul Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta:LP3ES, 1985) 
53 Maksum Mukhtar, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 2001) 
54 Zamakhsari Dhofier,  Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: 

LP3ES, 1982) 
55 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Cet.VIII, (Jakarta: LP3ES,  

1996) 
56 Alwi Shihab, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi 

Misi Kristen di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1998) 
57 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun 

Modern, Cet.II, (Jakarta: LP3ES, 1994) 
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sudah terkumpul untuk mendapatkan data yang benar-benar relevan dengan tema 

yang diangkat. Ketiga, menganalisis secara kritis terhadap data yang relevan 

tersebut untuk diangkat dalam bentuk tulisan yang runtut. 

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode deduktif 

(berpikir dari yang umum ke khusus), induktif (berpikir dari yang khusus ke 

umum)58 dan – meminjam istilah Abdur Rahman Assegaf59 – meta-analisis,  

yakni suatu bentuk kajian dalam analisis terhadap sejumlah penemuan penelitian 

yang berkaitan. Dengan digunakannya metode-metode analisa ini terhadap 

berbagai produk kebijakan kolonial kemudian akan terlihat implikasi-implikasi 

yang ditimbulkannya terhadap pendidikan Islam yang ada pada masa itu.  

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: 

pertama, reduksi, yaitu menyeleksi data yang terkait dengan jalan mengurangi 

semaksimal mungkin data yang tidak relevan. Kedua, displai, yakni menyajikan 

hasil analisis data dalam bentuk tampilan bagan atau tabel agar dapat diketahui 

kecenderungannya. Ketiga, sistematisasi, yakni melakukan analisa secara 

berurutan menurut periodisasinya, dan bertahap sesuai dengan perubahan yang 

terjadi. Keempat, kategorisasi, yakni pengelompokan atas bentuk atau pola 

tertentu. 

 

 

                                                 
58 Imam Barnadib,  Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, (Yogyakarta: FIP-IKIP, 1982), hal. 

52-53 
59 Abdur Rahman Assegaf,  Pergeseran Kebijakan, hal. 16 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan kajian ini adalah sebagai berikut: 

Bab Pertama, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka 

Teori, Metode Penelitian yang Digunakan dan Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua, berupaya menggambarkan sistem pendidikan pemerintah 

Hindia Belanda baik dari aspek perkembangan maupun dari segi unsur-unsur 

pendidikan yang ada di dalamnya. Di antara hal-hal yang dibahas dalam Bab 

Kedua ini yaitu: kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda, 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam jenis-jenis lembaga persekolahan yang 

didirikannya, pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam kurikulum di lembaga-

lembaga tersebut, dan pada metode pengajarannya yang sama sekali berbeda 

dengan yang ada dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian pada bagian ini juga 

akan diabdikan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi 

diterapkannya kebijakan-kebijakan politik pendidikan tersebut. Diharapkan pada 

pembahasan ini menjawab dari salah satu rumusan pokok permasalahan, yakni 

mengenai latar belakang munculnya kebijakan politik pendidikan pemerintah 

Hindia Belanda. 

Bab Ketiga, secara khusus membahas kebijakan politik pendidikan 

pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam, yakni Ordonansi Guru 

dan Ordonansi Sekolah Liar. Bagian ini juga melihat bagaimana reaksi umat 

Islam terhadap diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan-
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kebijakan yang berkaitan langsung dengan eksistensi pendidikan Islam ini 

penting diungkapkan, karena diasumsikan akan memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan pendidikan Islam yang tumbuh pada masa-masa tersebut. 

Bab Keempat, mengungkapkan perkembangan dan pertumbuhan sistem 

pendidikan Islam baik pada masa sebelum abad ke-20, terlebih pada awal-awal 

abad-abad ke-20. Kemudian bagian ini juga menggambarkan lembaga pendidikan 

Islam baru, yakni madrasah dan jenjang-jenjang pendidikannya, kurikulum 

pendidikan Islam pada masa-masa pertumbuhannya dan metode mengajar yang 

diterapkan dalam sistem pendidikan Islam tersebut. Dari penelusuran terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam masa-masa awal abad ke-20 

itu, terlihat sejauhmana pengaruh dari kebijakan-kebijakan politik pendidikan 

yang dipaparkan pada Bab Ketiga. 

Bab Kelima, menganalisa mengenai apa saja implikasi dari kebijakan-

kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan pendidikan Islam pada waktu itu. Implikasi-implikasi tersebut 

terutama terlihat pada aspek-aspek kelembagaan, kurikulum, metode pengajaran 

dan pendidiknya. 

Bab Keenam, berisi kesimpulan-kesimpulan yang mengandung jawaban 

terhadap rumusan-rumusan masalah pada Bab Pertama serta beberapa saran yang 

dapat diajukan, yang didasarkan pada hasil pembahasan bab-bab sebelumnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada Bab-bab yang lalu, maka bagian 

ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok-

pokok permasalahan yang dikemukakan pada Bab I. Kesimpulan-kesimpulan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda, mulai dari pendidikan tingkat 

bawah sampai yang tertinggi tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan 

orang-orang Indonesia, melainkan tak lebih daripada sekedar memberi 

kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut 

serta mempertahankan kelangsungan kolonialnya. Hal ini terlihat jelas pada 

penyelenggaraan sekolah-sekolah yang tak lain dimaksudkan untuk mencetak 

tenaga menengah ke bawah untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan di berbagai 

perkebunan dan pabrik-pabrik. 

2. Faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan politik 

pendidikan pemerintah Hindia Belanda yaitu:  

a. Faktor politik, yakni suasana perpolitikan baik yang terjadi di Parlemen 

Belanda maupun di Hindia Belanda sendiri turut memengaruhi produk 

kebijakan pendidikan pemerintah kolonial;  
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b. Faktor ekonomi, yakni pendirian sekolah-sekolah selalu didorong 

pertimbangan untung-rugi secara ekonomis bagi pemerintah Hindia 

Belanda;  

c. Faktor Kristenisasi, yaitu pendirian sekolah-sekolah berkait-kelindan 

dengan upaya-upaya Kristenisasi terhadap pribumi dan berusaha 

menyisihkan kekuatan Islam sebagai sebuah ideologi yang telah mengakar 

kuat dalam diri sebagian besar penduduk pribumi;  

d. Faktor rasialisme, adalah struktur sosial yang dibuat oleh kolonial dengan 

meletakkan bangsanya sendiri (Belanda) dan kulit putih lainnya, sebagai 

kelas yang tertinggi di dalam hierarki itu. Di bawahnya, masyarakat Indo-

Belanda. Lalu berturut-turut ke bawahnya, masyarakat Timur Asing 

(Arab, Cina dan India), golongan priyayi dan terakhir berada dalam posisi 

terbawah adalah bumiputra yang disebut inlanders; dan  

e. Faktor situasi dan kondisi di Nederland (Belanda) sendiri, yaitu keadaan 

di negeri induknya, yakni Belanda, baik dari segi ekonomi maupun politik 

yang terjadi pada waktu itu, akan memengaruhi berbagai kebijakan 

pendidikan yang diterapkan di Hindia Belanda, sebagai negeri jajahannya; 

f. Faktor kondisi umat Islam Indonesia, yaitu fenomena umat Islam yang 

pada paruh kedua abad ke-19 sedang mengalami kebangkitan juga ikut 

menjadi pemicu pemerintah kolonial Belanda untuk menyainginya dengan 

banyak mendirikan sekolah-sekolah. 
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3. Implikasi-implikasi yang ditimbulkan bagi pendidikan Islam dari kebijakan 

politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda di antaranya yaitu: 

a. Aspek kelembagaan. Secara kelembagaan, dalam pendidikan Islam 

muncul lembaga pendidikan Islam baru yaitu madrasah dengan sistem 

modern. Padahal sebelum kedatangan kolonial Belanda, madrasah dengan 

sistem tersebut belum dikenal hingga pemerintah Hindia Belanda 

mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Namun, 

lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren, justru mendirikan 

lembaga-lembaga pendidikannya di daerah-daerah pinggiran sebagai 

cermin dari sikap politik non-kooperatif ulama dengan Belanda, bahkan 

isolatif. 

b. Aspek kurikulum. Semula Pendidikan Islam tidak mempunyai kurikulum 

yang terperinci dan teratur. Namun setelah umat Islam mengenal sistem 

pendidikan kolonial Belanda – sebagai wujud kebijakan pendidikannya, 

maka dalam sistem pendidikan Islam pun kurikulum disusun sedemikian 

rupa sehingga menjadi teratur dan rinci serta memiliki alokasi waktu yang 

jelas. Implikasi selanjutnya yaitu, adanya upaya penyatuan atau kombinasi 

antara ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum yang tersedia di 

sekolah-sekolah kolonial Belanda. Terintegrasinya dua “rumpun” 

keilmuan ini dimaksudkan untuk mengimbangi kurikulum sekuler 

kolonial yang semata-mata menyediakan ilmu-ilmu umum.  



 
 

231 
 

c. Aspek metode pengajaran. Metode pengajaran yang sebelumnya 

menggunakan sistem hafalan, bandongan/halaqah dan sorogan/individual, 

diganti dengan metode pengajaran yang menekankan pada pemahaman 

siswa dan diterapkannya sistem klasikal atau berkelas-kelas. Batasan umur 

dalam suatu jenjang pendidikan juga digunakan, yang sebelumnya tidak 

mengenal batasan umur dalam suatu lembaga pendidikan Islam 

tradisional. 

d. Aspek pendidik. Implikasi kebijakan pendidikan kolonial Belanda pada 

aspek pendidik yakni guru agama Islam ini, telah mengalami pergeseran 

pandangan di dalam masyarakat muslim Indonesia terhadap kualifikasi 

yang melekat pada sosok pendidik ini. Unsur-unsur keshalehan, keturunan 

bergeser ke penekanan intelektual. Sedangkan hubungan guru murid yang 

dulu bersifat taat absolut kemudian menjadi kontraktual dan saklek. 

 

B. Saran-saran 

Dari penelusuran kebijakan-kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia 

Belanda,  terdapat beberapa hikmah yang bisa dipetik untuk dijadikan cerminan 

bagi pendidikan Islam di Indonesia ke depan. Adapun saran-saran yang dapat 

diajukan dapat dirumuskan dalam beberapa butir berikut ini: 

1. Bagi pemerintah – dalam  hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Agama yang bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan di 

Indonesia -  hendaknya terus menerus berupaya memberikan kesempatan bagi 



 
 

232 
 

seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati pendidikan yang bermutu. 

Sebab, bukan rahasia lagi bahwa warisan pendidikan kolonial agaknya masih 

tetap mewarnai persepsi dan realitas dunia pendidikan kita. Lembaga-lembaga 

pendidikan yang bermutu selalu dimenangkan oleh kelas “menengah-atas”, 

yang karena kekuatan ekonomi mereka relatif baik, telah memberi peluang 

utama bagi kompetisi tersebut. kesempatan pendidikan tetap didominasi oleh 

kelompok orang-orang yang kategorinya kurang lebih sama dengan masa 

kolonial. Bedanya yang paling utama hanyalah, bahwa jika pada masa 

kolonial kriteria terletak  pada faktor ketentuan peraturan (politik) pemerintah 

kolonial, maka pada masa Indonesia sekarang, faktor kekuatan ekonomi dan 

barangkali juga “kemampuan” (prestasi) yang menjadi kriterianya. 

2. Bagi para penyelenggara pendidikan Islam, hendaknya bersedia membuka diri 

dan mau menata kembali lembaga pendidikannya, sehingga mampu 

menangkap nilai-nilai Islam secara utuh ke dalam rumusan yang mampu 

berdialog dengan perubahan sosial. 

3. Bagi perumus kurikulum, hendaknya dalam menyusun kurikulum semua 

disiplin keilmuan diletakkan ke dalam suatu integrasi yang benar-benar 

kukuh, sehingga antara satu dengan yang lainnya terjadi hubungan 

interdependensi yang kukuh di bawah cahaya nilai-nilai Islam. 

4. Bagi para pendidik, di dalam menggunakan metode pengajarannya, 

hendaknya menggunakan pendekatan yang merangsang aspek penalaran 

peserta didik untuk menggantikan pendekatan pengajaran yang bersifat 
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dogmatis atau doktriner – yang masih dominan di lembaga-lembaga 

pendidikan Islam saat ini, sehingga diharapkan dapat membuka eksplorasi 

cakrawala pemikirannya dan pada gilirannya lebih lanjut, diharapkan dapat 

melahirkan manusia-manusia kreatif-kritis-inovatif yang digerakkan oleh 

semangat nilai-nilai Islam. 
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